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BUPATI LLIWU TIMUR

PROVINSI SUI"AWESI SEI.ATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANO

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL

BUPATI,PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbarg : a. bahwa da.lam rargka penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan pembahar
terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilar Rakyat Daerai, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

b.berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkar Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 3 Talun 2015 tentang Peialanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wal<il Bupati, Pimpinan Dan Anggota

. Dewar Perwakilan RaLyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 Tenta_ng
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor
427O).,

2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Talun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43S5);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I-€mba_ran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil NegaJa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan t,emba-ran NegaJa
Republik Indo.nesia Nomor 5+59); q
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PenYakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahao Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhjr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.OSl2Ot2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor S,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20l4
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l ll; {
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15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

MenEtaPKAN : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
{Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka l0 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Luwu Timrrr-

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai tidak tetap atau Upah Jasa adalah pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional
dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

9. Surat_ Perintah perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SppD --adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna- A nggaran lKuasafl
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Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Upah Jasa dan Pihak Lain.

10. Pelal<sana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Upah
Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

1 1. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

l2.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

14. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat {3) huruf b diubah sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat T\rgas yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang
diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai
berikut:

a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenang; dan

c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi staf yang dipimpinnya.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau

pejabat lain yang diberi wewenang.

b. bagi pejabat eselon III, eselon lv,staf dan Upah Jasa, Surat Tugas
ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPPD.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c, ayat (10) dan ayat (14) diubah
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(l) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal I avat

(1) terdiri dari:

ql

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;dan/atau
e. sewa kendaraan dalam Kota.





(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
dari:

a. uang makan;

b. uang transpor lokal; dan

c. uang saku.

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang
dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai
berikut:

a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor
bus dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran
riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
Iampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum
dalam lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan
kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil;

(5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar
Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan
transpor udara di Sorowako.

(6) Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang
diberi kewenangan.

(7) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara
dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat
dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum
berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran lX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau
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(9) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibayarkan sesuai
biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal
sebagaimana tercantum dalam lampiran ILA dan lampiran Il.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Khusus Pegawai Negeri pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi
dan luar daerah luar provinsi yang akan menginap di hotel terlebih
dahulu harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa
Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur penuh;

(11) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat {8), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimaia
dalam lampiran II.A dan lampiran ILB yang merupakan'bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

b. biaya _penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf adibayarkan secara lumpsum,
(12) Bagi pelaksana SppD v,Lrfu ii;";;;;j ;jflq menginap.di Mess pemerintah Kabupaten

t..ii y.n g ;..i1'L1r' ai'.'Hn" 
tggYnglawabkan biava retri bu si sesua r

soz r,te^'p"ir; ;.llilt.t'o^u 
lagi diberi biava pinginapan sebesar

(l3l Biaya penginapan seba

,, " 
i{H;[{*ii*,[r,;.ffift,iiqii{i;'.il*l*ir; hi{

l,r*:fl',1*ffi***ruluffi'l*;
ran Bupati

;tff*flfr ,:H:,f rriidi:i";rfli.1+'ilriff i:,,"rl,r,r

,, ; i.q*6"n:#If****',,*n:* rf#: qtt

,,*uuttrs**f*****"*,ffi
l:ffi fli:iili]n*f **]1.?i.,"il,#ii:ii{,ir_.;:,,ft '.*,.",:{;"q
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Pasal ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur

D!t!r3 PEt{oaPArAtl, PEICELOLAA]I KEUAtt].:
OAt{ ASSET DAERAH IGB. LUWU TIMI,Ii{

?rr*rrr ro*o, *ooRD*tAsr

Ditetapkan di Malili
pada tanggal ,1 Aprl1 2015

BUP TI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

AT

I

q-

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 1Apri1 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMURTAHUN 2015 NOMOR 8

7

TELAq nli :-Fr:l l4

ASISTEN U

SEFl '

XADIS

KABID

KASUBAG 
' 

KASI

diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I.B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan
yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam lampiran ILB yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Bab VI diubah, Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan
ayat (3) diubah sehingga Bab Vl Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS UPAH JASA

Pasal 7

(l) Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) dihapus.

(3) Khusus Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah
Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan
besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam daerah
bagi Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran l.C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Mengubah lampiran I, II, III, IV, V, VI, Vll, VIII, IX, X dan X sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





T,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR B TAHUN 2015
TENTANC
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
{dalam ruP'ahl

n/ tv/
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12

t3

NUSA TENGCARA BARAT

NUSA'IENCCARA TIMUR

2)

r: ri_:r,i r: r\sa_r:\\
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I. C, UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

t!)

I l0 000

GOLONCAN
II. I DAN

SATUAN

BUPATI,

BUPATI
DAN

PIMPINAN
DPRD

ANGGOTA
DPRD ESELON II

PEJABAT
ESELON

rt/
GOLONGAX

ESELON
tv/

GOLONGAN
III

NO

lal(3) 141 L6) \i)tr) (2)

170 000 170 0Q0 150 000 t30 000 120 000 I I0 000I

OII r70 000 r70.000 150 000 r30 000 r20.000.,2

170 000 170.000 150 000 r30 000 120.000 110 0003 TOMONI OH

130.000 120 000 r l0 000TOMONI TIMUR OH 170 000 170 000 150.000

150.000 130 000 120 000o t70 000 r70 000

130 000 120 000 I 10 000otl 170 000 t70 000 r50 000

130 000 120 000 110 0007 ANC(ONA otl 170 000 170 000 150 000

8
MAULI (LEBIH 5
l(M DARI BATAS
(oTA)

otl 170 000 170 000 150 000 130 000

! oll 170 000 170 000 r50 000 130 000

TOWUTI OH r70 000 170 000 r50 000 130 000 r20 000

1l NUHA o I70.000 170 000 150 000 130 000 t20 000 I l0 000

t0

I

OH





I, D, UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

\o PRO\INSI D]KLAT

(r) (21 (3) 1.+)

L ACEH oti 110 000

2 oIl 110 000

3 I t0 000

XEPULAUAN RIAU

JAMBI I l0 000

6 SUMATERA BARAT I t0 000

7 SUMATERA SELATAN 1r0 000

8 I-AMPUNG o 110 000

9 BENG(ULU

10 BANGKA BELITUNG olr 120 000

1l BANTEN o)l I to 000

o 130 000

13 o 160 000

1.+ 110 000

15 otl

oH t20 000

17 BALI OH r:r0.000

18 NUSATENGGARA BAR,AT OH 130 000

19 NUSA TENGGARA TIMUR 130.00Q

20 KALIMANTAN BARAT oll I t0 000

21 KALIMANTAN TENOAH OH I l0 000

22 I{ALIIIA\1'AN SELAI'AN oIl 110.000

23 KALIMANTAN TIMUR otl r30 000

2q KqLIMANTAN UTARA o 130 000

25 o 110 000

CORONTALO

27 SULAWESI BAR,AT

SUL-{WESI TENGAH oll I l0 000

29 SULAWESI TENCGARA oll I to 000

30 MALUKU oll 110 000

31 otl 130 000

32 l70 000

33 OH t;r0 000

1l

rL00oo I

loH

t2

oHl

I





I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

IIE PEL PARAF ITOORDITITS|

DlllAs PEitD PATAI, PEtt0ELotAAr ill lrj'
DAt' AtIET OAERAH XAB. LU}'T' 1:'I Ii

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAl| a'ftli'r '^
gETD.l

ASi'..

KADIS
t_

NO (ABUPATEN / (OTA DIKL,\']'

(11 12) 13) 111

1 oLl 130 000

2 OH 130 000

3 OH 130 000

JENEPONl'O ot{ I3{l O0o

; OH t30 000

6 BULUKUMBA oH 130 000

MAROS otl t30 000

8 PANCKDP o 130 000

9 BARRU OH 130 000

IO OH l30 000

11 PINRANG oH t30 000

L2 ENRE(ANG oH 130 000

13 OH 130 000

oll l30 000

BONE otl 130 000

15 ol
IJ o r30 000

1a a)H t:10 000

19 OH t30 000

OII 130 000

21 ot.l r30 000

22 130 000

KABID

XASUBAG / KASI

l2

BANTAENC

I
L L

\-
ANDI HATTA M.
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II.B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAT.A.M PROVINSI

(dibayarkan dan dipertanggungiawabkan sesuai biaya dil dalam.jabatan)

350 000

sTEtrlPEr P&RAF l(OORoil'iA$l
Dlt{At PEXoAPATAII, pEl{CELULAriri Kr'rr r'4{.- .

OAtl AISET DAERAH l B. LUI*u Yl;r:,,; BUPATI LUWU TIMUR,

TELAq n,pinr .'r
SEXDA

ASi,!i
KAt.;I?

J
AFF

TARIF HOTEL lPER HARI)

COLONGAN
I,II DANANOCOTA

DPRD
PEJABAT

ESELON II

ESELON
tt/

GOLONGA]I
IV

ESELON
tvl

GOLONCAN
llI

IO KOTA /
l(ABUPATEN

BUPATI,

BUPATI

PIMPINAN
DPRD

(6) t7) l8lt2) (3) 1.1) 1s)(ll

2.000 000 r 700.000 1400.000 968 000 539 000I

1.300 000 I 000.000 350 000) 1.500 000

600 0003 1500.000 1.300 000 1.000.000

350 000JENEPO:\]TO 1300.000 I 000 000 600.000

1.500 000 I 300.000 i 000 000 400 000i BANTAENC

1.500 000 I 300 000 I 000 000 ,100 000 350 000a) BULUKUMBA

r 300 000 1000.000 600 000 400 000 350 000MAROS r 500 000

PANGKEP t.500.000 r 300 000 I 000 000 600 000

l 500 000 l 300 000 l 000 000 600 000

1.500.000 1.300 000 600 000 400 000 350 000I 000.000

1l l s00.000 r.300 000 l 000.000 600 000 400 000 350 000

I2 ENRE(ANG 1 500.000 1.300 000 1.000.000 600 000 400.000 350 000

13 1500.000 1.300 000 1.000.000 600 000 400.000 350 000

SOPPENG 1500.000 I 300 000 1.000 000 600 000 400 000

15 tsONE 1500.000 I 000 000 600.000 350.000

]lt SINJAI l 500 000 r 300 000 1.000 000 600 000 .100 000

l 500 000 r 300 000 1.000 000 600 000 .100 000 350 000

t8 I 500 000 r 300 000 r 000 000 r00 000

l9 l 500 000 t 300.000 1.000 000 600 000 400 000 350 000

20 1500.000 r 300 000 I 000 000 600 000 400 000 350 000

'21 I 400.000 I 500 000 r 200 000 750 000 500 000 175 000

SELAYAR l 500 000 i.300 000 1.000 000 600 000 .100 000 350 000

XASUBAG / XAgI

KABID

ANDI HATTA M

14
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMORS TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANC PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANCGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PECAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
(biaya riil)

STETIIPEL PARAf XOORDII{A5I
DltaAS PEXDAPAIAII, FEI{GEIOLAT?* t i'-.t 35;', jl

0All A63ET DAERIH ltA8. tUr; )ir,' . r
BUPATI LUWU T]MUR.

TELAH o'f FPf 'lc A :l
SErl1

KAD,,:

MODA TRANSPORTASI

LAUT
KERETA
AP]/BUS LAINNYA

NO PANGKAT / GOLONGAN

(1) (s) (,)(1) (2) (3)

BISNIS
vtP /

KELAS I A
EKSEKUTIF SESUAI

KENYATAANI
BUPATI. WAKIL BUPAT] DAN
PIMPINAN DPRD

EKONOMI KELAS I B EI(SEKUTIF SESUAI
KENYATAAN2 ANGGOTA DPRD

3 PD]ABAT ESELON ]I EKONOMI KELAS I B EKSEKUTIF
SESUAI

EI(ONOMI KELAS IIA EI(SEIiUTIF SESUAI
KENYATAANESELONU/GOLONGANIV

5 ESELON IV / GOLONGAN III EKONOMI KELAS II A EKSEKUl]F SESUAI
KENryATAAN

6 GOLONGAN II. I DAN UPAH JASA EKONOMI I(EI-AS II A EI(SF]I(U'fIF

KASUBAG / KASI

KABIO L

15

I uoana
I

I

nl
ts--

ANDI HAT'IA M,

SESUAI
KENYATAAN





LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANC PERJALANAN DINAS
DALAM NECERI BAOI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAIfIAT DADRAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL (biaya riil)

II(M]
lLITER] ILITERI lLITERI ILTTERI

IJOBIL ,

TLITERI

.o

)o

zi

' zi'
.;;

:::aa_-____ltrJT!:-

ql

CTEIPEI PARAF I(OORD'tIA5I
DlllAl PCllD/lPAtAll' PEI{CE|OLAAT{ t{ t..:i.t{$,il,

OAN ASSET DAERAH l(AB. Luli{l.t Trv-t BU LUWU TIMUR,,f,

L

L
TELAIT n'irF'33A

Ag'

KABID

KAi: :

KASUBAG / KASI 'A-.

16

,."I

I

ANDI HAT'IA M,





LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TF]NTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANC PERJALANAN DINAS
DAI,AM NEGERI BAG] BUPATI. WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

V.A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil)

UTlUM (PP)
XABUPATEN / (OTA /

KECAMATAN

1

3a0.0002

370 0003

350 000

330 000

345 000

3 r0 000

IJ 330 000

9 350 000

t0 340.000

1l .120 000

t2 .150 000

13 .160 000

.r70 0oo

15 .1a0 000

16 ,r90 000

t7 550 000

18 300.000

19 330 000

330 000

2t u0 000

100 000

23 1.10 000

300 000

23 Poso. Morowali, Buogla (Suk.ng)

26 350 000 E

17

NO





V.B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(biaya riil)

NO

(,1)131(r) (2)

123 000L ACEH

232.0002

70 0003

105 000(EPULAUAN R]AU

l2a 000JAMBI
192 000

l2t 000SUMATERA SELATAN

L{MPUNG r48 000

BENG(ULU 92.0009

a6 000l0 BANG(A BELITUNO

BANTEN 320 000tl

12

13 t70 000

15

l6

I7 BALI

t8 NUSA TENGCARA BARAT 2la 000

l9 NUSA TENGGARA TIMUR 8l 000

2a KALIMANT N BAfu{T O.ag/Kali l.l5 000

21 KALIMANTAN TENGAII orsg/Kali 94 000

(ALIM NTAN SELATAN t4 t 000

23 (ALIMANTAN TIMUR ,r0t 000

IGLIMANTAN UTARA 353 000

2a

26 GORONTALO t34 000

21 SULAWESI BARA]' 2r7 000

SULAWESI TENGAH l5l 000

29 SULAWESI TENOCARA 332 000

MALUl<IJ 340 000

3I MALU(U UTARA 403 000

32 Ordg/Ka1i 35.1000

130 000

l8

PRovrNsr I sAruAN

I

l1a 000





V.C, BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM XABUPATEN

STEMPET PARAf I(OORDII{ASI

EIIIAT PEI{OAPAIAN, PE}IGEI.OLAAII KEUANG*N

OAII AIIE DAERAH I(AB, LUWU TIMUR BUPATI LUWU TIMUR,

TELAIl 0'PSFIhsA
sEK!1d

ANDI HAT'IA M

TRANSPOR
(PP)

KECANIATAN

(t) l,1l

I BUFAU o(

2 WOTU ON

3 TOMONI o(

'IONlONI 'IIMUR oI

a oI1 60 000

L4LAENA ok 70 000

ANGtion"A ok '10 000

MALIL] (LEBIH 5 XM
DARI BATAS I{OTA]

o( 25 000

50 000

10 TOWUTI OK

11 NUI IA OK 60 000

OK I 000 000

KASUBAG / XASI

19

I ,,

5U OOO





LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2OI5 TENTANO PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
XABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

olltat PE DTPATAN, PENC€l0LAr,t' {luaNcA}i
oAt{ a3tET DAEnAx t ! ri l( 

"}'r 
"{ BU LUWU TIMUR,

E

TELiq rri'' r; '-

,f,
:'i l

ASi!
XAF: ,

:'7O PPO\{NSt
RODA 6/BUS

SED{\G
PODA 6/BL'S

EES,iP

lrt L: 15t iai L. 5l

!c
11

.:6

2!
22

2t-

6

9

13

2a

2l

25

26

28

)9

i4

sultlTlR\ uT.{F-\

KEPUL\UIN RL{L'

SU\I\TEPA BAF-\T

SU\.I-{TEP.{ SEL\T\]\

B.A.\GK\ EEUTLT}IG

D ,( I J.\r{FTA

D I IOO1'AIC\RTA

]{USi TE.\..GG.{R{ B.{P,IT

NUSA TENGGTF-{ TI\{UR

I.\1_t\{{!ltAN Bi&{T
&\!t\!\!{T,q-}r TENG.{H

K{LI\.L{NT,!\ SEL\T.\]\I

K\!t\tdNT_d"r Tryue
K{LI\r-{r_T.{*- LTTAF,\

SUL{WESI UT-\R\

slrL\wEst E.{x_{T

SUL{\AESI SEL{T,$i

slL{wEsl TE\_oiti
SUL{WESI TEr_GGAF"\

Pru-tlif;Jilc t prcar r

ICEH

JAVBI

BEi\O!{LrLLr

BANTEN

EAL]

GORON"TAIO

\I,\IUKU

L\\fPU}lG

P1 H*l

,,,P": Iai,,,

i66 000

;02 ooo

:88 C0o

820 CoC

;02 0oo

691 CoC

691 C00

69r CoC

702 C00

766 000

69 r OOO

702 000

69i 000

;02 00c

6? ! OO0

7Se 000

rB8 oo0
j99 00c

s2c 000

,02 000

809 00c

799 000

734 000

702 000

69 - aa1

i66 000

166 000

835 000

896 00C

I O?5 000

911 OOC

2 o5C OOC

r 95C OCC

2 l5rl caa

: 16, C:l
i 93C 000

l:949 olc
1 950 000

1 8,1C OCC

l9-c 0cc

! 840 000

::ta t'a:
: 9JO oaa

.l:Y9o_90
r 950 000

: sla 0aa

..2 ?i9 a@

2 27O OOA

2J80 oCC

2 0-o oo0

? 5eo oco

1 9S OO0

2 l6C CCC

2 1@ OO0

? 050 000

I 950 00c

.... ....i:e*f*
2 270 000

! 950 000

. . ?9soo90
: ;ootooo

2 8r0 000

3 iao 000
g:oo ooo

3:619 
900-

2 92C CAC

i 0.29 o00

3 67C 000

2 920 C00

5 C2C aao

1...1 -3_9 .0_99-

2-920 000

l.o?0.@-

: gii coc

i a2c aac

i i?!- 090

3 24C CCC

:354 4!0

a 13C OCO

J 560 C00

,?-1@,@
... 3 0?o-@

3 020 000

:r 9ic 0or

5 13C oCC

3 ;40 aco

: 89! CoC

c 86C 000

KASUBAG / KASI /"1
I(ASiD

L

20

Y

l
2

i
5

q

3C

i1
32

ANDI HA'I'IA M.





LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI. WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PECAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

STEI'PEI PARAF XOORDINASI

Di$nB PEt{OlPATAtl, PEHOELOLAAN X? jiLi{{'

OAI{ ASSET D{EFAH XlB, LUYiU rl:i'".t

to0 000

BUPATI LUWU TIMUR,

TEtI" '-'"1
L

rB.:: :
K A r.l:."i

KAB;O

NO SATUAN

LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI

DAN LUAR
PROVINSI

DALAI\4
KABUPATEN

(t) \21 (3) 111 (s1

1
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN
DPRD

OH 250 000 125.000

2 ANGGOTA DPRD OH 200 000

3 PEJABAT ESELON II OH 150.000 75.000 (

I$SUBAG / KASI

2l

1-i ANDI HAT'IA M.





LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2OI5
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAG1 BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

dalam ru iah

STE PET PARAF l(ooRDlirAS

1l

DII'AE PEiIDAPATA4
0ax AS5EI O4ERlx xaB. (u

TEI 
^ t.

PEIIGETOIA.CN H BUPATI LUWU TIMUR,GAl.r

:-,
--.t

)

:)r ,.: .

i'. ANDI HATTA M

v_

NO URAIAN LUMPSUM /
HAR]

2
Sekcam / Kepala
Puskesmas / Kepala
Sekolah

3

4 Upah Jasa / Staf
SMAS

Kasubag

Stal /
Puske

70.000

50.000

45.000

40.000

xASU BAG xASt

22

1 Camat

xeqr/





LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 20I5
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANCGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINS] SULAWESI SELATAN

(dibaya-rkai dan dipertanggundawabkan sesuai biaya riil)

h

"-[Mn"t PARAF t(OOR0lttAsl

[ "i' 1 ]ENDAPA:tr.fl, rEfioELoLAAtl xEu,rNGf;..

'rli 4,35E? DAEf,A}T XAB. LUWU TIVILi{

F

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

'lEl nti t! 'i\r!f r'iq n

i'r L

NO TUJUAN BIAYA TIKET

I Jakarra dan Jawa Barar 1.500.000

2 Jo$akarta dan Jawa Tengah 1.250.000

3 Surabaya dan Bali 1.000.000

N'l-I dan NTB 1.500.000

5 Palu dan Kendari 750.000

() Manado dan Corontalo 1300.000

Ambon, Temate dan wilayah Ambon lainnya 1.250.000

a Jayapura dan wilayah Papua Iainnya 2.500.000

Wilayah Kalimantan 850.000

l0 Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya 2.700.000

11 Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya 2.700.000

12 Palembang dan u,ilayah Sumatera Selatan lainnya L8s0.000

13 Daerah Istimelva A.eh 3.000.000

14 Sorowako ' Makassar 450 000

xA$iiBAG / XASI

23





$ffi{ru;*lluwurrMUR

l*":',ffi
KOP SKPD

DAF'TAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini

Berdasarkan Surat perintah perjalanan Dinas (SppD) ranggal ............Nomor
_. . , dengan ini kami menyaukan a.re,j 

"."r1il;i'r1j" u.n*^,1. B. iaya transpor pelaksana SppD di bawah i"i y""g tidak dapatdiperolehbukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NIP

NO URAIAN JUMLAH

Jumlah

2. Jumlah uang tersebut pada angka I benar-benar dikelu
' ;.ffi";";; ;i'lur'"u" dinas dlmaksud dan apabila dik

iffi;i'ilfui;;n atas pembavaran' kami bersedia un(ttx

;'ffiffi;;;;;ilt ke Kas Umum Daerah

arkan untuk
emudian hari
menYetorkan

untuk
buat dengan sebenarnya,
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Nama :

NIP :

Jabatan :
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